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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi
Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No.

158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari

1988.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang
dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut
A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab

Nama

Huruf
Latin

Keterangan

Alif

tidak dilambangkan

Ba

Ta

s (dengan titik diatasnya)

Sa
Jim

Ha

h (dengan titik di bawahnya)

Kha

Dal

Zal

z (dengan titik di atasnya)

Ra

Zai

Sin

Syin

Sad

s (dengan titik di bawahnya)

Dad

d (dengan titik di bawahnya)

Ta

t (dengan titik di bawahnya)

Za

z (dengan titik di bawahnya)

¢ Ain

koma terbalik (di atas)

Gain

Fa

Qaf

Kaf

Lam
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Mim
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Nun N -
5 Wawu W -
Ha H -
apostrof, tetapi lambang ini
3 Hamzah ' tidak dipergunakan di awal
kata
< Ya Y -

. KonS(;nan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: 4al ditulis Ahmadiyyah

. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat,
dan sebagainya. Contoh: 4slex ditulis jama’ah

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: stds¥! &al_S ditulis
karamatul-auliya’

. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis 1, dan dammabh ditulis u

. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, 1 panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis 4,
masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

. Vokal Rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wawu mati ditulis au

. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
dengan apostrof (')

Contoh: alili ditulis a’antum s’ ditulis mu’anna$

. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al- Contoh: ¢J_8) ditulis A/-
Qura'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: 4xdll ditulis asy-
Syt‘ah

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
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J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut.
Contoh: a3 g ditulis Syaikh al-Islam atau Syakhul-Islam
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ABSTRAK

Najmatul Hidayah, NIM. 1521049, 2026, “Harmonisasi Pengaturan
Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi tentang Pengawasan Fungsional
Kepolisian Terhadap Orang Asing dengan Undang-Undang tentang
Penyiaran mengenai Jurnalis Asing: Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan
Magashid Syariah”, Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Peraturan
Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional
Kepolisian terhadap Orang Asing yang mengatur aspek pengawasan
terhadap jurnalis asing. Pengaturan tersebut memunculkan berbagai
pandangan mengenai hubungan antara kewenangan kepolisian dan
pengaturan penyiaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang mengatur aktivitas jurnalistik. Oleh karena itu, penelitian
ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan jurnalis asing dalam kedua
regulasi tersebut serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum
positif, teori ta'arudhul adillah, dan maqashid syariah guna memperoleh
pemahaman mengenai keselarasan pengaturan, kepastian hukum, dan
perlindungan terhadap kebebasan pers.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,
serta pendekatan perbandingan. Adapun bahan hukum yang dipakai
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian
dikaji secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang runtut,
sistematis, dan memiliki dasar argumentasi yang kuat. Penelitian ini
dilakukan untuk mengkaji pengaturan mengenai jurnalis asing dalam
kedua regulasi tersebut serta menganalisis hubungan dan
keharmonisannya berdasarkan perspektif hukum positif maupun hukum
Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai
jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menunjukkan
adanya pertentangan norma maupun tumpang tindih kewenangan secara
langsung. Kedua regulasi memiliki ruang lingkup pengaturan yang
berbeda namun saling melengkapi dalam mengatur aktivitas jurnalis
asing di Indonesia. Dalam perspektif hukum positif, hubungan kedua
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regulasi tersebut mencerminkan prinsip harmonisasi hukum dan
kepastian hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, analisis
ta'arudhul adillah menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada
masih dapat dikompromikan melalui pendekatan al-jam'u wa al-taufiq,
sedangkan magqashid syariah menunjukkan adanya upaya untuk
mewujudkan kemaslahatan melalui keseimbangan antara fungsi
pengawasan negara, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi
manusia. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut dapat dipahami
sebagai pengaturan yang saling berkaitan dalam memberikan kepastian
hukum terhadap aktivitas jurnalistik asing di Indonesia.

Kata Kunci: jurnalis asing, kebebasan pers, kepastian hukum,
ta’arudhul adillah, maqashid syariah.
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ABSTRACT

Najmatul Hidayah, Student ID 1521049, 2026, “The Compatibility of
the Regulation of Foreign Journalists in the Police Regulation on
Functional Police Supervision of Foreign Nationals and the Broadcasting
Law Concerning Foreign Journalists: A Study of Ta'arudhul Adillah
Theory and Maqashid Sharia”, Undergraduate Thesis, Constitutional
Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State
Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin,
S.H.I., M.Hum.

This research is motivated by the enactment of Police
Regulation Number 3 of 2025 concerning Functional Police Supervision
of Foreign Nationals, which regulates aspects of supervision over foreign
journalists in Indonesia. The regulation has generated various
perspectives regarding the relationship between police authority and
broadcasting regulations as stipulated in Law Number 32 of 2002 on
Broadcasting, as well as other laws and regulations governing
journalistic activities. Therefore, this study aims to examine the
regulation of foreign journalists within these legal instruments and to
analyze it from the perspectives of positive law, the theory of ta'arudhul
adillah, and maqashid sharia in order to obtain a comprehensive
understanding of regulatory conformity, legal certainty, and the
protection of press freedom.

This study employs a normative juridical research method
through statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal
materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources,
which are analyzed qualitatively to produce systematic, coherent, and
well-founded conclusions. This research seeks to examine the regulation
of foreign journalists under the two regulations and to analyze their
relationship and conformity from the perspectives of both positive law
and Islamic law.

The findings indicate that the regulation of foreign journalists
under Police Regulation Number 3 0f 2025 concerning Functional Police
Supervision of Foreign Nationals and Law Number 32 of 2002 on
Broadcasting does not reveal any direct conflict of norms or overlap of
authority. Both regulations possess distinct regulatory scopes while
complementing one another in governing the activities of foreign
journalists in Indonesia. From the perspective of positive law, the
relationship between the two regulations reflects the principles of legal
harmonization and legal certainty. Meanwhile, from the perspective of
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Islamic law, the analysis of ta'arudhul adillah demonstrates that the
existing provisions can be reconciled through the approach of al-jam'u
wa al-tawfiq, while maqashid sharia indicates an effort to achieve public
welfare through a balance between state supervisory functions, press
freedom, and the protection of human rights. Therefore, both regulations
may be understood as interconnected legal instruments that contribute to
ensuring legal certainty for the activities of foreign journalists in
Indonesia.

Keywords: foreign journalists, press freedom, legal certainty, ta’arudhul
adillah, magashid sharia.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers atau media informasi publik merupakan salah satu unsur
utama dalam negara demokrasi. Pers memiliki peran dalam
menyebarluaskan informasi yang berdasarkan fakta, bersifat akurat,
objektif, berimbang, dan adil. Selain itu, pers juga menjadi sarana
bagi kelompok yang lemah untuk menyampaikan suara mereka,
menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara kritis,
mempertanyakan setiap kebijakan yang diterapkan, serta
memberikan pandangan dan analisis terhadap berbagai fenomena
yang terjadi dalam kehidupan bernegara.! Pers akan menjadi alat
kontrol untuk memperkuat check and balances dalam kehidupan
demokrasi. Pers bertugas untuk memberikan informasi yang benar
dan bertanggung jawab untuk menjadi penuntun bagi masyarakat
menuju ke situasi dan kondisi yang tenteram dan kondusif, menuju
cita-cita bangsa.” Untuk itu kebebasan pers perlu dijamin melalui
instrumen hukum, suatu negara dapat dikatakan menerapkan sistem
demokrasi apabila tidak melakukan penekanan terhadap jurnalis
sebagai pelaku pers, tidak membatasi kebebasan pers, serta
memberikan ruang bagi pers untuk bekerja tanpa tekanan dari
penguasa. Untuk mengetahui sejauh mana kebebasan tersebut
terjamin, dapat dilihat melalui ketentuan hukum yang berlaku
maupun kondisi yang terjadi dalam praktik di lapangan.?

Pengaturan mengenai aktivitas jurnalistik di Indonesia pada
dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

''Y.A. Prasetyo, “Demokrasi, Pers, Dan Hoax,” Hukum Online.Com., 2019,
https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-pers-dan-
hoaxlIt5c85c7a79ea61/?page=all.

2 Theresia Romaito Sihombing, “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Lex Et Societatis,
no. Vol 8 No 2 (2020) (2020): 145-46, https://doi.org/10.35796/1es.v8i2.28499, hal.
145-14e.

3 Pujangga Candrawijayaning Fajri dan Hesti Ayu Wahyuni, “Pengaturan Izin
Bagi Jurnalis Asing Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif
Negara Hukum Dan Demokrasi,” Jurnal Tata Mana 6, no. 1 (2025), hal. 418.



tentang Pers. Undang-undang ini menjamin kemerdekaan pers
sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat serta memberikan
perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
Dalam Pasal 15 ayat (2), Undang-Undang Pers membentuk Dewan
Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi mengembangkan
kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
Dewan Pers memiliki sejumlah kewenangan, antara lain
menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik,
memberikan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa pers, serta
memfasilitasi perkembangan profesi kewartawanan. Ketentuan
tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan kegiatan
jurnalistik, termasuk yang dilakukan oleh jurnalis asing di wilayah
Indonesia. Dijelaskan juga bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai
berikut:*

a. Melakukan kajian sebagai upaya pengembangan kehidupan
pers;

b. Menetapkan serta mengawasi penerapan Kode Etik
Jurnalistik;

c. Memberikan pertimbangan dan mengusahakan penyelesaian
atas pengaduan masyarakat terkait persoalan pemberitaan
pers;

d. Membangun dan meningkatkan komunikasi antara pers,
masyarakat, dan pemerintah;

e. Memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan regulasi di
bidang pers serta meningkatkan mutu profesi kewartawanan;

f. Melaksanakan pendataan terhadap perusahaan pers.

Selain diatur dalam Undang-Undang Pers, kegiatan
jurnalistik asing yang berkaitan dengan penyiaran juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ( UU
Penyisran). Undang-undang ini mengatur bahwa lembaga penyiaran
asing yang melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia wajib
memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan

4 Harutjahjo Soewardojo Lukas Warsito, Samsuri, Eriyanto, Sugeng
Suprayanto, Mengelola Kebebasan Pers (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hal. 95.



melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.’ Dalam pelaksanaannya,
pengawasan terhadap penyiaran dilakukan dengan melibatkan
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen
yang berfungsi mengatur hal-hal mengenai penyiaran serta
mengawasi pelaksanaan ketentuan penyiaran di Indonesia.® Dengan
demikian, UU Penyiaran memberikan kerangka hukum mengenai
penyelenggaraan kegiatan penyiaran oleh pihak asing, termasuk
aktivitas jurnalistik yang dilakukan melalui media penyiaran.
Perkembangan pengaturan mengenai orang asing di
Indonesia kemudian ditandai dengan diterbitkannya Peraturan
Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional
Kepolisian terhadap Orang Asing (Perpol No.3/2025). Peraturan ini
memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing,
termasuk jurnalis asing yang melakukan aktivitas jurnalistik di
Indonesia. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian publik
adalah kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Kepolisian (SKK)
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat
(2) huruf b. Kepemilikan SKK tersebut dimaksudkan sebagai
instrumen pengawasan serta bentuk perlindungan dan pengamanan
bagi jurnalis asing selama menjalankan tugas jurnalistik di wilayah
Indonesia. Munculnya ketentuan tersebut menimbulkan berbagai
pandangan dari masyarakat maupun kalangan pemerhati pers
mengenai hubungan antara kewenangan kepolisian dalam
melakukan pengawasan terhadap orang asing dan pengaturan
mengenai penyiaran yang telah diatur sebelumnya dalam UU
Penyiaran. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian
mengenai pengaturan jurnalis asing dalam kedua regulasi tersebut
guna mengetahui hubungan dan harmonisasi pengaturannya dalam

5 Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran,” 2002.
¢ Gan Gan Giantika et al., Etika Penyiaran Indonesia, 2018.



sistem hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap
kepastian hukum dan kebebasan pers di Indonesia.’

Lembaga independen yang berada pada posisi sejajar dengan
institusi negara lainnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),
ia berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyiaran di Indonesia. Tugas Komisi Penyiaran Indonesia yang
berkaitan dengan jurnalis asing adalah melakukan pengawasan
terhadap isi siaran agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta pedoman perilaku penyiaran nasional,
memastikan tayangan mempromosikan kebudayaan nasional, serta
menegakkan sanksi terhadap pelanggaran. KPI bertindak sebagai
regulator independen yang bertujuan menciptakan penyiaran yang
edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, termasuk
konten yang disajikan oleh jurnalis asing

Maka dengan disahkannya Perpol No.3/2025, yang mengatur
kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi
jurnalis asing sebelum melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia,
muncul berbagai pandangan mengenai hubungan pengaturan
tersebut dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam UU
Pers dan UU Penyiaran. Kehadiran ketentuan tersebut menimbulkan
perhatian dari berbagai pihak karena menambah mekanisme
administratif yang harus dipenuhi oleh jurnalis asing dalam
menjalankan aktivitas jurnalistik di Indonesia. Di satu sisi,
ketentuan tersebut dipandang sebagai bentuk pengawasan dan
perlindungan terhadap orang asing sesuai dengan kewenangan
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun di sisi lain, muncul
pandangan bahwa pengaturan tersebut perlu dikaji lebih lanjut
dalam kaitannya dengan kewenangan lembaga lain yang telah
memiliki fungsi dalam bidang pers dan penyiaran, seperti Dewan
Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, penting

7 Pujangga Candrawijayaning Fajri and Wahyuni, “Pengaturan Izin Bagi
Jurnalis Asing Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Negara
Hukum Dan Demokrasi.” 417, dan dalam, hal. 420.
https://www.hukumonline.com/berita/a/perpol-3-2025-dinilai-langkahi-kewenangan-
komdigi-dan-dewan-pers-1t67f35934016ad/



untuk dilakukan kajian mengenai hubungan dan harmonisasi
pengaturan antara Perpol No.3/2025 dengan UU Penyiaran guna
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ruang
lingkup kewenangan masing-masing regulasi serta implikasinya
terhadap kepastian hukum dan kebebasan pers di Indonesia.

Selain menimbulkan perbincangan mengenai hubungan
kewenangan antarregulasi, ketentuan mengenai kewajiban
kepemilikan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi jurnalis asing
juga memunculkan berbagai pandangan terkait pelaksanaannya
dalam kerangka kebebasan pers yang dijamin oleh UU Pers dan UU
Penyiaran. Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya
memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan jurnalistik dan
penyiaran yang bebas, bertanggung jawab, serta terlindungi dari
berbagai bentuk intervensi yang dapat menghambat penyampaian
informasi kepada masyarakat.® Dalam konteks tersebut, kehadiran
mekanisme administratif berupa SKK bagi jurnalis asing
menimbulkan diskursus mengenai sejauh mana ketentuan tersebut
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jurnalistik dan kebebasan
pers.” Di satu sisi, SKK dipandang sebagai instrumen pengawasan
yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban dalam
pelaksanaan kegiatan oleh warga negara asing di Indonesia. Namun
di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa mekanisme
tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa
pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers dan
tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan bagi aktivitas
jurnalistik.'® Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif
terhadap pengaturan tersebut guna memahami hubungan antara

8 Agus Siagin, “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik
Dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan diserta si,” (2024), hal.
117.

® Anggi Setyowati Djulhijjah and Pramukhtiko Suryo Kencono, “Kebebasan
Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers”, no. 1 (2024), hal. 1-18.

10 Mauridah Isnawati, Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto, "Perlindungan
Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan", Jurnal Hukum, 4.2 (1999),
hal. 51.



fungsi pengawasan negara dan jaminan kebebasan pers dalam
sistem hukum Indonesia.

Keberadaan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang sama-
sama memiliki keterkaitan dengan aktivitas jurnalis asing
menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji hubungan pengaturan di
antara ketiga regulasi tersebut. Kajian tersebut penting dilakukan
untuk memahami ruang lingkup kewenangan masing-masing
regulasi serta mengetahui bagaimana pengaturan mengenai jurnalis
asing ditempatkan dalam sistem hukum nasional. Perbedaan fokus
pengaturan yang terdapat dalam masing-masing regulasi juga
memunculkan berbagai pandangan mengenai hubungan antara
fungsi pengawasan terhadap orang asing, penyelenggaraan
penyiaran, dan pelaksanaan kegiatan jurnalistik di Indonesia.
Persoalan tersebut menarik untuk dikaji tidak hanya dari perspektif
hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam. Oleh karena
itu, penelitian ini berupaya menganalisis harmonisasi pengaturan
mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun
2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
melalui pendekatan hukum positif, serta meninjaunya berdasarkan
teori ta'arudhul adillah dan maqashid syariah. Melalui kajian
tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai hubungan kedua regulasi tersebut serta implikasinya
terhadap kepastian hukum, kebebasan pers, dan kemaslahatan dalam
penyelenggaraan aktivitas jurnalistik asing di Indonesia.

Berbagai pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya
penelitian mengenai pengaturan hukum bagi jurnalis asing di
Indonesia. Penelitian ini menjadi signifikan untuk memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan dan
harmonisasi pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian
terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh
gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup pengaturan serta



kedudukan masing-masing regulasi dalam mengatur aktivitas
jurnalis asing di Indonesia. Analisis dari perspektif hukum positif
diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kedua regulasi tersebut
ditempatkan dalam sistem hukum nasional serta bagaimana prinsip
harmonisasi hukum diterapkan untuk mewujudkan kepastian hukum
dan perlindungan terhadap kebebasan pers. Sementara itu, analisis
dari perspektif hukum Islam melalui teori ta'arudhul adillah dan
maqashid syariah diharapkan dapat memberikan sudut pandang
yang lebih luas dalam memahami hubungan antaraturan serta
menilai sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan nilai-nilai
kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat. Penggunaan perspektif hukum Islam dalam penelitian
ini menjadi penting mengingat hukum Islam memiliki khazanah
pemikiran yang kaya dalam menyelesaikan persoalan hukum dan
hubungan antar norma. Oleh karena itu, analisis berdasarkan teori
ta'arudhul adillah dan maqashid syariah diharapkan dapat
memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum
positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan
jurnalis asing, kebebasan pers, dan fungsi pengawasan negara dalam
sistem hukum nasional.

Dalam hukum positif terdapat berbagai asas dan metode
yang digunakan untuk memahami hubungan antarperaturan
perundang-undangan dalam suatu sistem hukum. Asas-asas tersebut
meliputi asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi
rujukan bagi peraturan yang lebih rendah; asas lex specialis derogat
legi generali, yaitu peraturan yang bersifat khusus menjadi
pengaturan yang lebih spesifik terhadap peraturan yang bersifat
umum; serta asas lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan
yang lebih baru dapat menjadi acuan dalam mengatur materi yang
sama dengan peraturan yang lebih lama. Selain itu, dikenal pula
metode penafsiran sistematis yang memandang peraturan
perundang-undangan sebagai suatu kesatuan sistem hukum yang
saling berkaitan. Melalui pendekatan ini, setiap ketentuan hukum
tidak dipahami secara terpisah, melainkan ditafsirkan dengan



mempertimbangkan keterkaitannya dengan peraturan lain yang
mengatur bidang yang sama. Oleh karena itu, asas-asas dan metode
tersebut dapat digunakan untuk menganalisis hubungan serta
harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis asing dalam berbagai
regulasi yang berlaku sehingga tercipta pemahaman hukum yang
utuh, proporsional, dan memberikan kepastian hukum.'!

Dalam hukum Islam, ilmu ushul figih mengenal konsep
ta'arudhul adillah, yaitu kajian mengenai hubungan antar dalil yang
pada pandangan awal tampak memiliki perbedaan makna atau
implikasi hukum. Untuk memahami hubungan tersebut, para ulama
ushul figih mengembangkan beberapa metode analisis, antara lain
melalui konsep nasakh, takhsis, taqyid, dan al-jam'u wa al-taufiq.
Metode-metode tersebut digunakan untuk menemukan keselarasan
dan keterpaduan makna antar dalil sehingga dapat diperoleh
pemahaman hukum yang komprehensif. Dalam konteks penelitian
ini, teori ta'arudhul adillah digunakan sebagai kerangka analisis
untuk mengkaji hubungan pengaturan mengenai jurnalis asing
dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui teori
tersebut dapat dianalisis sejauh mana ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam kedua regulasi tersebut dapat dipahami secara selaras
dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum yang
diinginkan.'?

Selain melalui analisis hubungan antar ketentuan hukum,
hukum Islam juga menyediakan kerangka evaluasi terhadap
substansi hukum melalui konsep magqashid syariah. Konsep ini
merupakan salah satu landasan penting dalam menilai tujuan dan
kemanfaatan suatu peraturan, terutama yang berkaitan dengan
kepentingan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat.

"' Ineke Dian Prameswari, Rosmidah, and Firya Oktaviarni, “Dualisme
Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak
Beragama Islam,” Journal of Civil and Bussiness Law 6, no. 2 (2025), hal. 171-87,
https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43047. 173.

12 Khoirul Fathoni, “Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah Dalam
Metodologi Hukum Islam,” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2,
no. 1 (2020), hal. 64.



Magashid  syariah berorientasi pada upaya mewujudkan
kemaslahatan (jalb al-mashalih) dan mencegah kemudaratan (dar’
al-mafasid) melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok
kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs),
akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).
Kemaslahatan tersebut selanjutnya dibedakan ke dalam tiga
tingkatan, yaitu dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan
tahsiniyyah (tersier). Dalam konteks pengaturan pers dan jurnalis
asing, konsep magqashid syariah dapat digunakan untuk menilai
sejauh mana suatu regulasi mampu mendukung terwujudnya
kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satu aspek yang relevan
adalah hifz al-'aql (perlindungan akal), yang berkaitan dengan hak
masyarakat untuk memperoleh informasi, mengembangkan
pemikiran, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik secara
rasional. Kehadiran pers yang independen dan bertanggung jawab
memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tujuan
tersebut melalui penyampaian informasi yang akurat, fungsi kontrol
sosial, serta penguatan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Di sisi lain, magashid syariah juga mengakui pentingnya
peran negara dalam mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan
umum. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan
terhadap aktivitas tertentu, termasuk yang dilakukan oleh warga
negara asing, dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga
kepentingan publik selama dilaksanakan secara proporsional dan
tidak menghilangkan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan
demikian, analisis maqashid syariah dalam penelitian ini digunakan
untuk menilai apakah pengaturan mengenai jurnalis asing dalam
Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mencerminkan
keseimbangan antara fungsi pengawasan negara, perlindungan
kebebasan pers, dan terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan
penelitian untuk menganalisis secara normatif pengaturan mengenai
jurnalis asing dalam Perpol No.3/2025 dan UU Penyiaran dengan
memanfaatkan pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Melalui
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pendekatan hukum positif, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji
hubungan dan harmonisasi pengaturan antara kedua regulasi
tersebut dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, melalui
pendekatan hukum Islam, penelitian ini menganalisis pengaturan
tersebut berdasarkan teori ta'arudhul adillah dan maqgashid syariah
guna memahami tujuan, kemanfaatan, serta nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya. Konsep magqashid syariah menempatkan
kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Oleh
karena itu, setiap regulasi pada dasarnya perlu diarahkan untuk
mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, menjaga
ketertiban umum, serta menciptakan keseimbangan antara
kepentingan individu dan kepentingan publik. Dalam konteks
pengaturan jurnalis asing, kajian magashid syariah menjadi penting
untuk menilai sejauh mana pengaturan yang ada mampu mendukung
kebebasan pers, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus
mengakomodasi fungsi pengawasan negara terhadap keberadaan
orang asing di Indonesia. Melalui analisis hukum positif dan hukum
Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik dalam memahami hubungan antara Perpol No.3/2025 dan
UU Penyiaran, serta memberikan gambaran mengenai harmonisasi
pengaturan keduanya dalam mewujudkan kemaslahatan dan
keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai magqashid
syariah dalam analisis hukum diharapkan dapat memperkaya kajian
hukum positif di Indonesia sekaligus memberikan perspektif yang
lebih komprehensif mengenai pengaturan jurnalis asing yang
berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers,
dan kepentingan umum secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengangkat judul
“Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan
Kepolisian tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap
Orang Asing dan Undang-Undang tentang Penyiaran: Kajian Teori
Ta'arudhul Adillah dan Maqgashid Syariah”. Judul ini dipilih karena
adanya kebutuhan untuk mengkaji pengaturan mengenai jurnalis
asing yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan
di Indonesia, khususnya Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025
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dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Kehadiran kedua regulasi tersebut menimbulkan berbagai
pandangan mengenai hubungan kewenangan dan ruang lingkup
pengaturan masing-masing dalam mengatur aktivitas jurnalis asing
di Indonesia. Peneliti memandang bahwa kajian mengenai
hubungan kedua regulasi tersebut penting dilakukan untuk
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai harmonisasi
pengaturannya dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian
ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip kepastian
hukum, kebebasan pers, dan fungsi pengawasan negara dapat
berjalan secara seimbang dalam pengaturan mengenai jurnalis asing.
Melalui pendekatan hukum positif serta analisis berdasarkan teori
ta'arudhul adillah dan maqashid syariah, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan
kajian hukum mengenai jurnalis asing, sekaligus memperkaya
perspektif mengenai hubungan antara perlindungan kebebasan pers
dan kewenangan negara dalam melakukan pengawasan terhadap
orang asing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
harmonisasi pengaturan jurnalis asing serta relevansinya dalam
mewujudkan kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan dalam
sistem hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai jurnalis asing dalam
Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan
Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Mengenai
Jurnalis Asing?

2. Bagaimana harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis asing
dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
ditinjau dari perspektif hukum positif, teori Ta'arudhul Adillah,
dan Magqashid Syariah?
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C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan mengenai
jurnalis asing dalam Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025
Tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang
Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran Mengenai Jurnalis Asing

Untuk meganalisis dan menjelaskan harmonisasi pengaturan
mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3
Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian
terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran ditinjau dari perspektif hukum positif,
teori Ta'arudhul Adillah, dan Maqashid Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1.

Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam
bidang hukum penyiaran dan kebebasan pers. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber data serta
salah satu referensi bagi peneliti lain yang mengkaji topik
serupa. Dengan mengkaji dampak Peraturan Polisi terhadap
kebebasan pers, penelitian ini membantu memperjelas batasan
dan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh media
massa dan jurnalis dalam menjalankan fungsi mereka untuk
memberikan informasi kepada publik. Selain itu, penelitian ini
berfungsi sebagai analisis kritis terhadap regulasi yang ada,
sehingga dapat menjadi sumber referensi penting bagi
akademisi dan peneliti lain dalam mengevaluasi kebijakan
publik yang berkaitan dengan kebebasan pers dan penyiaran.

. Praktis

Pada sisi manfaat praktis, penelitian ini dapat menjadi
dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan, seperti lembaga
kepolisian dan legislatif, dalam memperbaiki dan
menyelaraskan Perpol No.3/2025 agar tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip kebebasan pers yang dijamin dalam
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UU Penyiaran. Dengan adanya rekomendasi yang konstruktif,
diharapkan regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan
yang lebih baik bagi kebebasan pers tanpa mengabaikan
fungsi pengawasan yang diperlukan oleh negara. Hal ini
penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers
dan kepentingan keamanan atau pengawasan pemerintah.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
dasar untuk advokasi hukum oleh organisasi-organisasi yang
berfokus pada perlindungan kebebasan pers dan hak asasi
manusia. Dengan data dan analisis yang kuat, organisasi-
organisasi ini dapat lebih efektif dalam menyuarakan
kepentingan jurnalis dan media di hadapan pembuat
kebijakan, serta dalam mengadvokasi perubahan yang
diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih
mendukung bagi kebebasan pers. Dengan demikian, penelitian
ini tidak hanya memberikan manfaat bagi akademisi, tetapi
juga bagi praktisi dan masyarakat luas yang peduli terhadap
1su-isu kebebasan berekspresi dan penyiaran.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori hierarki peraturan perundang-
undangan serta teori-teori dalam hukum Islam, yaitu fa'arudhul
adillah dan magqashid syariah, sebagai pisau analisis untuk mengkaji
harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis dalam Peraturan
Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun uraian mengenai teori-teori

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Hierarki Peraturan

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal konsep teori
hierarki, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa sistem
hukum tersusun secara berlapis dan bertingkat layaknya
susunan anak tangga. Hubungan antar norma yang mengatur
norma lainnya disebut sebagai relasi super dan sub-ordinasi
dalam konteks spasial, di mana norma yang menetapkan
ketentuan bagi norma lain berkedudukan sebagai norma



14

superior, sedangkan norma yang tunduk atau diatur disebut
norma inferior. Dengan demikian, keberlakuan norma yang
lebih tinggi menjadi dasar legitimasi bagi keseluruhan sistem
hukum yang membentuk suatu kesatuan yang utuh.'* Hans
Kelsen melalui teori jenjang norma hukum (stufentheorie)
menyatakan bahwa norma-norma hukum tersusun secara
bertingkat dan berlapis dalam suatu struktur hierarkis, di mana
norma yang lebih rendah berlaku serta bersumber pada norma
yang lebih tinggi. Proses tersebut berlangsung secara berantai
hingga mencapai suatu norma tertinggi yang tidak dapat
ditelusuri lebih lanjut, yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu
norma dasar (grandnorm).'*

Di Indonesia, susunan berjenjang norma hukum tersebut
diwujudkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan yang
berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12
Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011
menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia, yaitu:'>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

g 5=

13 Zaka Firma, dkk, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Di Indonesia Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia", (2018),
hal. 80.

4 Soimin, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di
Indonesia”, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 39.

15 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 2011.
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7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hukum positif juga terdapat asas-asas hukum:
Lex superior derogat legi inferiori yaitu ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, Lex
specialis derogat legi generali yaitu ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan
peraturan yang lebih umum, dan Lex posterior derogat legi
priori yaitu ketentuan peraturan undang-undangan yang lebih
baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang
lama. Dalam menghadapi hukum yang bertentangan, juga
terdapat kebolehan melakukan penemuan hukum melalui
membuat penafsiran. Tafsir sistematis memandang semua
hukum yang mengatur hal yang sama dipandang satu kesatuan
sehingga cukup mengambil salah satunya yang paling
proporsional bukan untuk memperpanjang birokrasi karena
menjalankan semuanya.
2. Teori Ushul Figih Ta’arudhul Adillah dan Magashid Syariah
Menurut ilmu hukum islam (ushul figih) jika menghadapi
dalil-dalil yang bertentangan (ta rudh al-adillah) maka dapat
diselesaikan  melalui  beberapa  alternatif:  pertama,
menganggap adanya hubungan menghapus hukum oleh
hukum yang datang kemudian (nasih mansukh); kedua
menganggap adanya hubungan penghususan hukum atas
hukum yang umum (fakhsish); ketiga, menganggap adanya
hubungan spesifikasi atas hukum yang sudah khusus (tagyid);
keempat, menggabungkan semuanya (al-jam 'u wattaufiq).'®
Ketentuan dalam ushul figih ini dapat digunakan untuk
menganalisis pengaturan mengenai jurnalis asing dalam
berbagai regulasi yang berlaku guna menilai hubungan antar

16 Ghina Ghefira Fadhia Arham, Anugrah Safitri Rahmat, dan Kurniati,
“Problematika Ta’arud Al Adillah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum,” Madani:
Jurnal llmiah Multidisiplin 2, no. 3 (2024), hal. 379-89.
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ketentuan serta kemungkinan penerapannya secara harmonis
melalui pendekatan al-jam'u wa al-taufiq.

Sedangkan terkait pengakajian materi (substans) hukum
mengenai pers dan jurnalistik, hukum islam menyediakan
tolok ukur hukum dengan acuan tujuan hukum (magashid
syariah). Maqgashid syariah dapat menjadi landasan yang
sangat penting dalam menilai regulasi pers dan jurnalis asing
dengan melihat segi manfaatnya bagi kehidupan masyarakat,
termasuk. Maqgashid adalah mewujudkan kemaslahatan dan
menghindarkan kemudaratan bagi manusia. Magashid
Syariah berfokus pada lima hal utama yaitu menjaga agama
(hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), harta
(hifdz  al-maal), dan keturunan (hifdz  an-nasl)."
Kemaslahatan-kemaslahatan itu bertingkat yang
memunculkan  kategori:  dharuriyyah,  hajiyyah  dan
tahsisniyyah Dalam konteks regulasi, maqashid diterapkan
untuk memastikan aturan tidak merugikan kepentingan umum
dan tetap menjaga keadilan, kebebasan, dan hak asasi
manusia.

Pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan
Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dianalisis melalui
perspektif maqashid syariah untuk menilai sejauh mana
regulasi tersebut mendukung terwujudnya kemaslahatan.
Pengaturan yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan,
dan aktivitas jurnalistik pada dasarnya bertujuan untuk
menjaga keamanan, menjamin kepastian hukum, serta
melindungi kebebasan pers. Dalam konteks ini, maqashid
syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara
kepentingan negara dan hak-hak individu, termasuk hak untuk
memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu,
keberadaan kedua regulasi tersebut perlu dipahami sebagai

17 Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” Hal. 201-
216.
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upaya yang saling melengkapi dalam mewujudkan
kemaslahatan, keadilan, dan keterbukaan informasi. Secara
keseluruhan, maqashid syariah memberikan landasan etis dan
hukum untuk menilai bahwa suatu regulasi yang baik adalah
regulasi yang mampu menyeimbangkan aspek keamanan,
kepastian hukum, dan kebebasan pers demi tercapainya

kemaslahatan bagi masyarakat dan negara.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang Relevan
Tabel. 1.1
Penelitian Terdahulu
NO | Nama & Judul Metode & Teori / Kesimpulan
. Pendekatan Konsep
1 | Theresia Metode Teori hukum | Penelitian ini
Romaito yang positif menyimpulka
Sihombing digunakan n bahwa
(2020), dalam kebebasan
"Kebebasan Dan | penelitian pers di
Tanggung Jawab | ini adalah Indonesia
Pers Ditinjau yuridis merupakan
Dari Undang- normatif, hak yang
Undang Nomor | dengan dijamin oleh
40 Tahun 1999 | pendekatan undang-
Tentang Pers " yang undang,
berfokus tetapi tetap
pada norma- harus
norma dilaksanakan
dalam secara
hukum bertanggung
positif yang jawab. Pers
berlaku. berperan
sebagai
sarana
informasi,
pendidikan,
hiburan, dan
kontrol
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sosial, namun
tetap berada
dalam
batasan
hukum serta
Kode Etik
Jurnalistik.
Selain itu,
pers nasional
juga wajib
menghormati
nilai-nilai
agama,
kesusilaan,
serta asas
praduga tak
bersalah.
Apabila
terjadi
pelanggaran,
terdapat
mekanisme
penyelesaian
seperti hak
jawab dan
hak koreksi,
serta sanksi
pidana sesuai
dengan Pasal
18 Undang-
Undang Pers.
Oleh sebab
itu,
kebebasan
pers perlu
diiringi
dengan
tanggung
jawab hukum
dan etika
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agar tetap
selaras
dengan
prinsip-
prinsip
demokrasi
serta tidak
menimbulkan
kerugian bagi
masyarakat.'®
2 | Pujangga Metode Teori Kebebasan
Candrawijayani | yang Hierarki pers penting
ng Fajri dan | digunakan Peraturan agar
Hesti Ayu | oleh peneliti | Perundanga | masyarakat
Wahyuni (2025) | adalah n-undangan | mudah
”Pengaturan Izin | yuridis mengakses
bagi Jurnalis | normatif informasi.
Asing dalam | yang Meskipun
Peraturan berlandaska SKK untuk
Kepolisian n pada studi jurnalis asing
Nomor 3 Tahun | kepustakaan, dalam Perpol
2025 Perspektif | penelitian No. 3 Tahun
Negara Hukum | ini 2025 tidak
dan Demokrasi” | menggunaka wajib,
n keberadaanny
pendekatan a bisa
perundang- membatasi
undangan kebebasan
sehingga mereka
dapat dalam
membantu bekerja. Polri
memetakan sebaiknya
arah memfokuska
penelitian. n perannya
pada
pemeliharaan
ketertiban

18 Sihombing, “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” Hal. 145-146.
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dan
keamanan,
sedangkan
pengaturan
terkait pers
menjadi
kewenangan
lembaga
legislatif
dengan
melibatkan
masukan dari
Dewan Pers,
serta izin
bagi jurnalis
asing diatur
oleh instansi
imigrasi.
Selain itu,
kebebasan
kerja jurnalis,
baik
domestik
maupun
asing, tetap
perlu dijamin

dan
dilindungi."
3 | Inge Hutagalung | Metode Teorti Sistem pers
(2013) yang Tanggung Indonesia
"Dinamika digunakan Jawab Pers | berkembang
Sistem Pers di oleh peneliti seiring
Indonesia" adalah dinamika
Yuridis politik
Normatif nasional.
Awalnya

19 Pujangga Candrawijayaning Fajri dan Hesti Ayu Wahyuni, "Pengaturan Izin
Bagi Jurnalis Asing Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif
Negara Hukum Dan Demokrasi", Jurnal Tata Mana, 6.1 (2025), hal. 420.
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berperan
sebagai alat
perjuangan,
kemudian
menjadi
media politik,
lalu beralih
ke fungsi
pembanguna
n dan
komoditas.
Saat ini, pers
berada dalam
konteks
kebebasan
dan
komersialisas
1’
menciptakan
pluralisme
media yang
sejatinya
belum
membangun
ruang publik
yang
membebaska
n dari
dominasi
kekuasaan
politik dan
ekonomi.
Kondisi ini
juga
dipengaruhi
oleh campur
tangan asing
dan dominasi
segelintir
pemilik
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modal
sebagai
bagian dari
ekspansi
kapitalisme
global .2’

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber, tahun 2025

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini berbeda
dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaannya terletak pada
fokus pembahasannya, Theresia Romaito Sihombing (2020)
mengkaji kebebasan dan tanggung jawab pers dalam kerangka
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dengan menitikberatkan
pada etika dan batas hukum dalam aktivitas jurnalistik nasional.
Pujangga Candrawijayaning Fajri dan Hesti Ayu Wahyuni (2025)
menyoroti keberadaan Surat Keterangan Kepolisian (SKK)
dalam Perpol No.3/2025, khususnya dalam konteks izin jurnalis
asing, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada prinsip
negara hukum dan demokrasi. Sementara itu, Inge Hutagalung
(2013) lebih menyoroti dinamika sistem pers Indonesia dalam
perspektif politik dan ekonomi, terutama perkembangan fungsi
pers dari masa ke masa, tanpa secara langsung membahas konflik
regulasi atau peraturan yang mengancam kebebasan pers.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini
secara khusus mengkaji harmonisasi pengaturan jurnalis asing
dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Penelitian ini dikaitkan dengan aspek kebebasan pers sebagai hak
konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur aktivitas jurnalistik. Fokus
penelitian diarahkan pada analisis substansi hukum, kedudukan
peraturan perundang-undangan, serta hubungan kewenangan

20 Inge Hutagalung, “Dinamika Sistem Pers Di Indonesia,” Interaksi: Jurnal

Ilmu Komunikasi, 2013, hal. 67.
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antar lembaga yang berkaitan dengan pengaturan jurnalis asing.
Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan
pemahaman mengenai harmonisasi dan keterkaitan pengaturan
yang terdapat dalam kedua regulasi tersebut, serta menelaahnya
melalui perspektif hukum positif, teori ta'arudhul adillah, dan
maqashid syariah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ruang
lingkup kewenangan masing-masing lembaga, tetapi juga
menganalisis bagaimana kedua regulasi tersebut dapat dipahami
dan diterapkan secara harmonis dalam rangka menjamin
kepastian hukum, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi
manusia bagi jurnalis asing di Indonesia.

G. Metode Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang
dijabarkan dalam bentuk sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
penelitian  yuridis normatif, yaitu penelitian yang
menitikberatkan pada kajian doktrin-doktrin dalam ilmu
hukum.?! Penelitian yuridis merupakan penelitian yang
menelaah aspek hukum berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah
penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan-
aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab
permasalahan hukum yang muncul.?? Penelitian hukum
normatif merupakan jenis penelitian hukum yang
dilaksanakan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan
atau data sekunder.”® Penelitian ini juga dikenal sebagai
penelitian doktrinal, yaitu pendekatan yang memandang
hukum sebagai sesuatu yang tertuang dalam peraturan

2! Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
hal. 25.

22 Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005), hal. 35.

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13.
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perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah dan
norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang
dianggap pantas dan sesuai.>*

Menurut Salim dan Nurbani, objek penelitian hukum
normatif adalah hukum yang dipandang sebagai norma atau
kaidah. Norma yang dikaji tersebut meliputi undang-undang,
peraturan pemerintah, serta berbagai regulasi lain yang
mengatur  kehidupan bermasyarakat.®> Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis normatif karena peneliti akan
menganalisis ~ pengaturan ~ mengenai  “Harmonisasi
Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi tentang
Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing
dengan Undang-Undang tentang Penyiaran mengenai
Jurnalis Asing: Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan
Magashid Syariah”.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis
pendekatan. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang
digunakan dalam membahas permasalahan ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu
hukum yang di tangani.’® Sedangkan menurut Peter
Mahmud Marzuki adalah Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang regulasi yang
bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang
ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah

24 Amiruddin dan H Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum",
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

25 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Hukum Pada
Penelitaintesisi Dan Disertasi", (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2014), hal. 12.

26 Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", hal.
302.
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pendekatan dengan menggunakan legilasi dan
regulasi.?’

Penelitian normatif pada dasarnya menggunakan
pendekatan  perundang-undangan, karena  objek
kajiannya adalah berbagai ketentuan hukum yang
menjadi pusat perhatian dan tema utama dalam
penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, perundang-
undangan yang digunakan penulis adalah Undang —
Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,
Undang — Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang
Asing, dan peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini
penulis menganalisis dan menelaah mengenai
pengaturan semua peraturan perundang — undangan
yang terkait dengan penyiaran dan pers.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual (conceptual approach)
adalah pendekatan yang mengkaji pandangan-
pandangan atau  doktrin-doktrin  hukum yang
berkembang dalam ilmu hukum.?® Melalui penelaahan
terhadap berbagai doktrin tersebut, peneliti dapat
menemukan gagasan yang melahirkan pengertian,
konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang sedang diteliti.?’
c. Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach)
Pendekatan perbandingan merupakan salah satu
metode dalam penelitian hukum normatif yang
digunakan untuk membandingkan berbagai peraturan

27 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif
Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 157.

28 Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", hal.
15.

29 Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", hal. 135.



26

perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan
Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan
Fungsional terhadap Orang Asing dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui
analisis perbandingan tersebut, dapat diketahui
persamaan maupun perbedaan yang terdapat dalam
kedua ketentuan hukum tersebut.
3. Sumber Bahan Hukum
Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang disusun secara hierarkis yang
isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada
masyarakat yaitu perundang-undangan.
Bahan hukum primer dalam penelitian ini
meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang
berkesinambungan dengan penelitian ini, adalah sebagai

berikut
1) Undang — Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang
Pers
2) Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran

3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2005
Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga
Penyiaran Asing

4) Peraturan Menteri dan Informatika Nomor 42
Tahun 2009 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin
Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan
Kegiatan Peliputan Di Indonesia

5) Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Pengawasan Fungsioanl Terhadap Orang Asing
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
didapat dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para
sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang
dilakukan para pakar yang terkait.>
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini
sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun
merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan
hukum primer, yang meliputi:
1) Studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang
berkaitan dengan penelitian; dan
2) Pendapat para sarjana serta hasil-hasil penelitian
terdahulu atau kajian yang telah dilakukan oleh para
ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,
ensiklopedia, serta sumber-sumber penunjang lainnya.’!
Bahan ini mendukung bahan hukum utama dengan
mempermudah pemahaman serta memberikan kejelasan
terhadap bahan hukum yang digunakan sebagai
pelengkap informasi. Adapun bahan hukum tersier yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Kamus Hukum; dan
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam Dalam penelitian yuridis normatif, teknik
pengumpulan bahan hukum memiliki peran penting dalam
memperoleh data yang akurat, autentik, serta dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti menerapkan

30 Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", hal.
392.
31 Johnny Ibrahim, hal. 392.



beberapa metode dalam pengumpulan bahan hukum yang
dijelaskan sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik ini digunakan untuk menelusuri dan
mengumpulkan berbagai sumber data tertulis yang
berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan
hukum yang diperoleh meliputi buku ajar, jurnal
ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu,
skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya yang
membahas kebebasan pers, kewenangan lembaga
negara, serta prinsip-prinsip negara  hukum.
Penelusuran  dilakukan  melalui  perpustakaan
perguruan tinggi, serta sumber daring seperti Google
Scholar, Garuda Ristekbrin, dan database jurnal
hukum nasional.

b. Penelusuran Dokumen Peraturan Perundang-undangan
(Legal Document Search)

Peneliti  menelusuri  dan  mengumpulkan
dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan
yang menjadi objek kajian utama maupun sebagai
bahan pendukung. Dokumen ini diperoleh melalui
situs-situs resmi lembaga pemerintah seperti:

1) peraturan.bpk.go.id

2) jdih.setneg.go.id

3) jdih.kominfo.go.id

4) Portal JDIH Polri dan lembaga terkait lainnya.

Teknik ini memastikan bahwa peraturan yang
digunakan valid, berlaku, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Kajian Literatur dan Doktrin Hukum (Conceptual and
Doctrinal Review)

Peneliti menelaah pandangan para pakar
hukum yang tertuang dalam literatur, artikel, dan jurnal
hukum untuk menggali konsep-konsep penting seperti
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kebebasan pers, prinsip negara hukum, hierarki
peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi,
teori ta'arudhul adillah, dan maqgashid syariah.
Pendekatan ini bertujuan memperkuat landasan
teoretis dan konstruksi argumentasi dalam penelitian,
sehingga dapat digunakan untuk menganalisis
harmonisasi pengaturan jurnalis asing dalam Peraturan
Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara
komprehensif.
5. Teknik Analisa Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini
yang digunakan adalah teknik analisa badan hukum
kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan sejelas —
jelasnya yang terjadi lalu menganalisisnya secara mendalam,
logis dan sistematis untuk merumuskan suatu Kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian
yang sedang dikaji oleh peneliti, maka peneliti menjabarkan
sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab yang saling
berkaitan satu sama lain dan disusun secara sistematis sebagai
berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang
menjelaskan alasan peneliti memilih topik mengenai harmonisasi
pengaturan jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3
Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap
Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta metode
penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kajian,
meliputi pendekatan yang dipakai, sumber dan jenis data, teknik
pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pada akhir bab ini juga
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disertakan sistematika penulisan sebagai penjelasan atas susunan isi
penelitian.

BAB II: Bab ini memuat dasar-dasar teori dan kerangka konseptual
yang berkaitan dengan tema penelitian, baik dari perspektif hukum
positif maupun hukum Islam. Dari perspektif hukum positif,
diuraikan teori harmonisasi peraturan perundang-undangan serta
teori mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara
itu, dari perspektif hukum Islam, bab ini menguraikan teori
ta’arudhul adillah dan maqashid syariah sebagai landasan analisis.
Selain itu, bab ini juga menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan
dengan pengaturan jurnalis asing, kebebasan pers, serta pengawasan
terhadap orang asing dalam sistem hukum Indonesia. Pada bagian
akhir, diuraikan pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevan
sebagai rujukan dan pembanding dalam penelitian ini.

BAB III: Bab ini berisi uraian mengenai ketentuan-ketentuan
hukum yang menjadi objek penelitian, yaitu Peraturan Kepolisian
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian
terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya. Dalam bab ini dijelaskan konstruksi
hukum, ruang lingkup pengaturan, serta kedudukan masing-masing
regulasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Selain itu, dibahas pula hubungan pengaturan mengenai jurnalis
asing dalam kedua regulasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan
analisis pada bab berikutnya.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan
analisis terhadap pengaturan jurnalis asing sebagaimana telah
diuraikan pada Bab III dengan menggunakan teori-teori yang telah
dijelaskan pada Bab II. Analisis dilakukan untuk mengkaji
harmonisasi pengaturan jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian
Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum
Islam. Dalam perspektif hukum positif, analisis dilakukan dengan
menggunakan teori harmonisasi peraturan perundang-undangan dan
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hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam
perspektif hukum Islam, analisis dilakukan dengan menggunakan
teori ta’arudhul adillah dan maqashid syariah untuk mengkaji
harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis asing serta menilai
apakah harmonisasi tersebut telah mencerminkan prinsip
kemaslahatan, kepastian hukum, dan kebebasan pers.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian
yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang telah
diajukan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga
disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait,
seperti pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga
penyiaran dan pers, guna menciptakan sinkronisasi hukum yang
mendukung perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus
menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas institusi
negara.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan
mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun
2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang
Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran pada dasarnya memiliki ruang lingkup pengaturan yang
berbeda namun saling berkaitan. Perpol No.3/2025 mengatur aspek
pengawasan dan perlindungan terhadap orang asing dari perspektif
keamanan dan ketertiban, sedangkan UU Penyiaran mengatur
penyelenggaraan kegiatan penyiaran dan media penyiaran. Oleh
karena itu, kedua regulasi tersebut dapat dipahami sebagai
pengaturan yang saling melengkapi dalam mengatur aktivitas
jurnalis asing di Indonesia.

Berdasarkan perspektif hukum positif, hubungan antara
kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi
pengaturan yang dapat dipahami melalui teori harmonisasi peraturan
perundang-undangan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam,
teori ta'arudhul adillah menunjukkan bahwa perbedaan ruang
lingkup pengaturan yang terdapat dalam kedua regulasi masih dapat
dipadukan melalui pendekatan al-jam'u wa al-taufig. Adapun
berdasarkan teori maqashid syariah, pengaturan tersebut memiliki
tujuan yang sejalan dalam mewujudkan kemaslahatan melalui
perlindungan keamanan, kepastian hukum, kebebasan pers, serta
perlindungan hak asasi manusia.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pada
penggunaan pendekatan integratif antara teori harmonisasi
peraturan perundang-undangan dalam hukum positif dengan teori
ta'arudhul adillah dan maqashid syariah dalam hukum Islam untuk
mengkaji pengaturan jurnalis asing. Pendekatan tersebut
memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami
hubungan antara regulasi negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam
konteks pengaturan kegiatan jurnalistik asing di Indonesia.
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penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena
menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus
pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan
literatur yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini belum
mengkaji secara empiris implementasi pengaturan jurnalis asing di
lapangan. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian
selanjutnya untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-
legal guna menelaah efektivitas penerapan Perpol No0.3/2025 serta
dampaknya terhadap praktik jurnalistik asing dan kebebasan pers di
Indonesia.

. Rekomendasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan
mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun
2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang
Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran pada dasarnya memiliki ruang lingkup yang berbeda dan
dapat dipahami secara saling melengkapi. Meskipun demikian,
untuk meningkatkan kepastian hukum dan menghindari perbedaan
penafsiran dalam pelaksanaannya, penulis memberikan beberapa
rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
isarankan untuk terus memperkuat koordinasi dan
komunikasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki
keterkaitan dengan aktivitas jurnalistik, seperti Dewan Pers,
Komisi Penyiaran Indonesia, dan Kementerian Komunikasi
dan Digital. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih
komprehensif mengenai tujuan dan mekanisme penerbitan
Surat Keterangan Kepolisian (SKK) agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman di kalangan masyarakat maupun komunitas
pers mengenai fungsi pengaturan tersebut.

2. Untuk pembentuk undang-undang dan lembaga legislatif,
disarankan untuk terus melakukan evaluasi terhadap regulasi
yang mengatur jurnalis asing guna memastikan adanya
keselarasan dalam pelaksanaannya. Legislasi baru
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seharusnya berorientasi pada perlindungan hak asasi
manusia dan prinsip demokrasi, serta berpedoman pada asas-
asas hukum seperti lex superior derogat legi inferiori, lex
specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi
priori. Penyusunan maupun penyempurnaan regulasi
hendaknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip
keterbukaan, partisipasi publik, kepastian hukum, dan
perlindungan hak asasi manusia, sehingga dapat
mengakomodasi kepentingan keamanan negara sekaligus
menjamin kebebasan pers sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepada kalangan akademisi dan peneliti hukum, disarankan
untuk melanjutkan penelitian ini dengan pendekatan empiris
dan komparatif, agar diperoleh gambaran lebih konkret
mengenai implementasi Perpol No.3/2025 di lapangan serta
dampaknya terhadap praktik jurnalistik asing di Indonesia.
Kajian lanjutan diharapkan mampu menilai sejauh mana
ketentuan dalam Perpol tersebut berpengaruh terhadap
kebebasan pers dan kinerja lembaga pengawas penyiaran.
Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada
pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum
administrasi negara, hukum media, dan hukum Islam.

Dengan demikian, rekomendasi yang telah dikemukakan di
atas diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para
pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan
pengaturan mengenai jurnalis asing di Indonesia. Melalui koordinasi
antar lembaga, penguatan kepastian hukum, serta penerapan prinsip
kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam magqashid syariah,
diharapkan pengaturan yang ada dapat mendukung terwujudnya
keseimbangan antara kepentingan keamanan negara, kebebasan
pers, dan perlindungan hak asasi manusia secara proporsional.



